
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 14I TAHUN 2 0 1 7

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA IP',RAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,
Menimbang a .  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan d a n  Belanja  Daerah
Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017,  dalam
rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan untuk menyesuaikan penganggarannya
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka
Peraturan Bupati Banggai Laut  Nomor 5  Tahun 2 0 1 5
tentang Penetapan Ftf:saran Tunjangan Komunikasi lntensif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banggai Laut 2015 perlu di ubah;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Laut
Nomor 5  Ta h u n  2 0 1 5  tentang Penetapan Besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan d a n  Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Ta h u n  1 9 8 7
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 3363);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undarig N o m o r  1 5  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44001:



4. Undang-Undang N o m o r  3 3  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah P i n t  d a n
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 0 4  Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan
dan Kedudukan Ma.jelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang N o m o r  5  T a h u n  2 0 1 3  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

7. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014  Nomor 244 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor 5 8 ,
Tambahan L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  Indones ia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 4  Tahun 2 0 0 4  tentang
Kedudukan Protokoler d a n  Keuangan Pimpinan d a n
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 0 4  Nomor  9 0 ,
Tambahan L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  Indones ia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pcmeriritah Nomor 2 1  Tahun  2 0 0 7  tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 4
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Ta b u n  2 0 0 7
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8  Tahun  2 0 0 5  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 9  Tahun 2 0 0 5  tentang
Pedoman Pembinaan d a n  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005  Nomor 165 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 6  Tahun 2 0 1 0  tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewar. Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tarnbahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006
tentang P e d o m a n  Pengelolaan K e u a n g a n  D a e r a h
Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun  2011  tentang
Perubahan Kcdua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 3  Tahun  2 0 0 6  tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut
Tahun Anggaran 2 0 1 7  (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Banggai Laut  Nomor 7  Tahun 2017
tentang Penjaba, an Auggaran Pendapatan d a n  Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2 0 1 7
(Berita Daerah Kabupaten Banggai L a u t  Tahun 2 0 1 7
Nomor 7);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN B U P A T I  B A N G G A I  L A U T  N O M O R  5
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
KOMUNTICASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN R A K Y A T  D A E R A H  K A B U P A T E N
BANGGAI LAUT.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5  Tahun 2015
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
Pimpinan d a n  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Laut T a h u n  2015 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut

Pasal 5
Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD dibayarkan sejak Bulan Januari 2017.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahuinya, memer intahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 3o Januari 2017

BUPATI BANGGAI LAUT,

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 3o Januarei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 141




